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Keinginan masyarakat Indonesia  yang menyuruh para saksi untuk mencabut ~ November padahal Adelin divonis bebas
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Polda Suma . Untuk S|apa yang terlibat
operasi PT Kean W2 EHIPSI0 "/ dalam kabu nyidik Polda Sumut
nesia (KNDI) milikA ibatkeng 1ber.200; ndatangani olehe-4  akan mem g ang membawa ter-
kerusakan lingk i 5, 1 pala Rutan Tanjung €L sy narono/  akhirsura al an'tanya dari siapa surat
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caburnya Adelin Lis," katanya.

Provisi Sumber Daya\Hut gﬁ terlibat kabumya cukong

Dana Reboisasi (DR)
Kejahatan yang dlla
sudah seharusnya dig;

Tentunya, Adelin tidak akan bisam ang
bebas seorang dir tanpa bantuanpihak lain.
Mabes Polri telah mengidentifikasi, upaya
pembebasan Adelin Lis sudah dilakukan
terencana sejak jauh-jauh hari. Seperti diung-
apkan Kepala Badan Reserse dan Krimina
(Bareskrim) Polri Komjen Pol Bambang Hen-
darso Danuri, para saksi dalam persidangan
terdakwa pembalakan liar, Adelin Lis, telah di-
pengaruhi oleh pihak tertentu untuk mencabut
keterangan dalam berkas: penyidikan. “Ada
pihak tertentu yang mengumpulkan saksi se-
belum sidang (kasus Adelin Lis),” kata Bam-
bang.
Menurut dia, tim penyidik Mabes Polri kini
terus menggali keterangan dan bukti siapa saja
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pidana karena membantu seorang penjahat
untuk kabur. Adelin juga menjadi tersangka
dalam kasus tindak pidana pencucian uang.

la menegaskan, akibat kabumyaAdelin Lis,
Polda Sumut kesulitan untuk menyelesaikan
berkas kasus pencucian uang yang kini tengah
dilengkapi oleh penyidik setelah direvisi oleh
jaksa penuntut umum.

Padahal, sudah kesepakatan antara
Kapolda Sumut dan Kajati Sumut bahwa Adelin
Lis akan diserahkan ke Polisi tanggal 6 No-
vember 2007 jika tanggal 5 November 2007
divonis bebas oleh hakim.

“Tapi, nyatanya tanggal 5 November jam
23,00 WIB, Adelin dilepaskan dengan berbekal

la mengatakan, untuk mencegah Ad
kabur ke luar negeri, Polri telah meng
cekal dan mengirim red notice (perj
nangkapan) kepada Interpol.

Palri, katanya, akan mendu
KejaksanaAgung yang akan el
an hakim PN Medan dengandr
kasasi.

Dalam kasus ini, Yon Sgh
satu staf telah ditetapkayy sz
dan kini diperiksadi Polda ¢

surat tertanggal 1 November,” katanya. ' \

KELUARGA DAN PENGACARS
Polda Sumut sepeftiny
colongan lagi; penyidik
manggil secara paksa deng
surat perintah membawa,
Adelin Lis, jika tidak meng
panggilan untuk dimintai
“Sebelumnya, Polda S} nut
yangkan dua kali surat panggiianty
keluargaAdelin Lis," kata Ke%‘g TimP
Adelin Lis, Kombes Pol Drs Anj
Putra. N
Menurut dia, keluarga Adelin'Lis'd
kirakan mengetahui keberadaan buroha Pok

da Sumut itu. “Sebagai keluarga, merek 2
diperkirakan ada melakukan kontak dengan:

Adelin Lis," katanya.
lamenambahkan, pihaknya telah meminta

_____ keterangan 15 saksi yang diperkirakan meng-
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BMberantasan Tindak Pidana Korupsi kare-

tangkan Dire euanga' ’

etahui keberadaan Adelin Lis, salah satunya
adalah supir pribadi Direktur Keuangan PT
Keang Nam Development Indonesia itu.

“Tetapi, mereka hanya dimintai keterangan
sebagal saksi dan tidak ditahan, karena belum
terpenuhinya unsur untuk melakukan pena-
hanan,” katanya menjelaskan.

lamenambahkan, penasehat hukum Adelin
Lis dapat diperiksa jika terbukti mengetahui
keberadaan Adelin Lis tetapi tidak memberita-
hukannya kepada Polda Sumut.

Developmentindone
han.

Menurut Anjan, sebagai unsur penegak
hukum, penasehat hukum Adelin Lis sebaik-
nyamembantu Polda Sumut dengan menda-
tangkannya untuk diperiksa.

Hal itu dinilai lebih baik daripada mem-
biarkan Adelin Lis tetap menjadi buronan Polda
Sumut, sedangkan mengenai penahanan,
tergantung dari hasil pemeriksaan tim penyidik.
“Jika unsur penahanannya tidak terpenuhi,

“Mereka dapat dikenakan pasal 29 Un-
@?%llg-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang

s

kanditahan,” katanya.
] fdiungkapkan Kapolri
Sutanto/petugas memburuAdelin
‘“Iug;,n“egeﬁ. lamenjelaskan, Ade-
a masih di dalam negeri, tetapi bisa
falvberada diluar negeri. Kalau sudah
di luarnegeri tentunya yang bersangkutan
hielalui pelabuhan udara atau laut. "Kalau dili-
hat dari paspor, dia belum keluar kecuali kalau

iatar
OF

jadi," katanya.

Terlepas dari semua ifu, sebenamya pe-
merintah telah serius berupaya memberantas
pembalakan liar melalui Inpres ONo.4/2005
mengenai percepatan pemberantasan pem-
balakan liar. Lantas, dimana letak kebersa-
maan instansi yang ditunjuk dalam Inpres
tersebut dalam rangka menegakkan hukum?
Seharusnya jangan biarkan kepolisian single
fighter memberantasnya. [AR-008]
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Pertama, bahwa Ad
mentaati PP No.34 té

shasil legal
BLISU ter-
penting
ela-

Pilih Tanaman Indonesia. Dalarink
ini penebangan pohon dilakukan ti-
dak berdasarkan laporan. Kemudi-

hon mana yang bisa ditebang se-
suai RKT, juga ditemukan pene-
bangan pohon yang dilakukan se-
cara sembarangan.

Bahkan pohon-pohon di luar RKT
juga ditebang sehingga pengisian
data pada SKSHH tidak sesuai
dengan fakta pohon yang ditebang.
Akibatnya, hitungan PSDH (Provisi
Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana
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Kt i, Hakita: }@_msck tkorupsi te-
lah dlbungan adan)a ko-

lusi antara pegawai Dishub Kehu- &
tanan Kabupaten Mandailing Nata’l

10 bulau pe,n]ara karem ferbukti

blanko SKSH kosong yang selanjut—
nya diisi oleh karyawan PT KNDI,
Susilo Setiawan yang juga divonis
PN Sibolga 8 bulan penjara dengan
bukti transfer uang dari rekening PT
KNDI ke rekening Nirwan Rang-
kuti.

Ketiga, bahwa kasus pidana ling-
kungan hidup sudah terbukti de-
ngan hasil audit lingkungan yang

dilakukan oleh pakar lmgkungan
hidup dari IPB (Institut Pertanian
Bogor) yang selama ini sangat antu-
sias mengumpulkan data-data ada-
ya kasus lingkungan hidup yang

N, kukan oleh PT KNDI di hutan

bpaten Madina.

dgsarkan hasil audit pakar
ari F-USU tersebut kemu-
Skrim Polda Sumut pun
Natas hasil penyidikan
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ra yuridis putusan
dan berdasarkan
rus dihormati.
ecara sosiologis,
aya perlu dila-
an secara cermat
yutusan itu.

an itu hanya dida-

pikir bahwa perbuatan
_i§ hanya pelanggaran ad-
tratif, maka seyogyanya perlu
rahaman terhadap konsep ber-
r penyidik yang mengetahui se-

B
cara faktual bukti-bukti yuridis di

hutan Madina.
Sebagal salah satu penyidik da-
RASUS 1011, Saya merasa perli
menjelaskan bahwa seyogyanya
hakim bisa menguji konsep berpikir
penyidik yang membawa perbuat-
an Adelin Lis cs di lahan izin HPH
PT KNDI di Madina sebagai suatu
perbuatan pidana yang dimulai
dari perbuatan merusak hutan,
yang sangat jelas melanggar izin
HPH sesuai Pasal 50 ayat (2) yang
oleh Pasal 78 ayat (1) UU No.41




tahun 1999 disebu
buatan pidana deng
pidana 10 tahun p
Rp 5 miliar. _
Maka itu Polda\S
netapkan perbuatal
yang dilakukan Adelin
lah perbuatan pidapa€
perbuatan atau kegiatan
pemegang izin HPH, namu
merusak hutan. Penetapan: ér
atan pidana Adelin Lis itu
sarkan Pasal 50 Ayat (2) dan B
78 ayat (1) UU No.41 tahun

Pertanyaannya adalah men%‘aps %
perbuatan pidana ini dianggap

pelanggaran administratif hanya
karena Adelin Lis memiliki izin
HIPH? Bukankah sesuai Pasal 50

sépendapat
o bulkti-buk-
ilakukan

Jtara lang-

ril kasus ini
HPH PT

penjelas-
EPERTI it ketahu sebelumnya bahwa bebefph.#rsangha gélam kasus i elah
divonis oleh pengadilan. Mereka divonissak ugfindaK pidana kehutanan di
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“Bagian hilir, yakni terhadap ka

SoesiloSetiawan (karyawa D )dionis PN Sibolga 8 bulan penjara

ayat (2) UU No.41 tahun 1999 mela-
rang setiap pemegang izin HPH
untuk melakukan perbuatan yang
merusak hutan?

Pasal 50 ayat (2) UU No.41 Tahun
1999 telah menjelaskan secara tegas
bahwa kalau terjadi perusakan hu-
tan, walaupun memiliki izin HPH,
maka perbuatan pemegang izin
HPH itu dikenakan pidana sesuai
Pasal 78 ayat (1) UU No.41 Tahun
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Nirwan Rangku

Josne Purba (nakhoda kapal) divonis bebas PN Sibolga

Tohir (pegawai Dishut Madina) belum divonis PN Sibolga

Zainal Abidin (pegawai Dishut) belum divonis PN Sibolga

Lingga Tanur Jaya (manajer PT Inanta) diputus sela oleh PN Panyabungan dengan
alasan dakwaan JPU lemah.

Ir. Budi Ismoyo (kadishut Madina) diputus sela oleh PN Panyabungan dengan alasan
dakwaan JPU lemah.

8 Wasington Pane (Dir Ops PT KNDI) diputus sela oleh PN Panyabungan.





